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ABSTRAK
Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu kepala 
daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput.
Golongan yang satu ini seakan-akan menjadi sosok yang mengkhawatirkan dan 
menakutkan bagi para kandidat/calon maupun partai politik. Disebut 
mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta 
demokrasi yang sudah ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak 
bahkan menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatu 
pemilu. Dalam pemilihan umum, perlu adanya partisipasi politik dari masyarakat 
dimana partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk 
ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara 
dan kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini Penuis menggunakan konsep dari Eep Saefulloh Fatah 
(dalamEfriza, 2012:546)  yang juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk 
golput, diantaranya adalah: Golput teknis, Golput politis, Golput ideologis.
Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, desa Lolah 
merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Minahasa. Desa Lolah memiliki 
angka golput yang cukup tinggi. Besarnya angka golput inilah dan faktor-faktor 
yang menjadi penyebabnya yang membuat penulis sangat menarik untuk diteliti, 
hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul: Perilaku 
Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 
2014 di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.
Kata Kunci : Perilaku Golput, Partisipasi Politi
PENDAHULUAN
Masyarakat merupakan komponen yang menentukan berhasil atau
tidaknya suatu pemilihan karna pada dasarnya kekuatan pemilihan, masyarakatlah 
yang menuntukan nasip Negara dan bangsa kedepan.Menurut data yang telah 
dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) Kabupaten Minahasa adalah sebesar 927.533 orang dan yang 
menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 503.067 orang berarti ada sebanyak 
424.466 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya hal ini juga berarti tingkat 
partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa pada pemilihan presiden 2014 hanya 
1.046.731 Sementara data pada pemilihan presiden 2009, menunjukkan dari 
jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) yang sebesar 625.847, maka yang 
menggunakan hak pilihnya sebesar 420.884 orang dan yang tidak menggunakan 
hak pilihnya sebesar 424.466 orang atau sebesar 45,76%. Penjelasan di atas 
terlihat bahwa angka golput di Kabupaten Minahasa berada pada kisaran 60.21%, 
hal ini cukup tinggi karena selisih perolehan suara antara kandidat yang 
memperoleh suara terbanyak (29,84%) terhadap kandidat yang memperoleh suara 
paling sedikit (2,77%) hanya terpaut 27,07%. Apabila sebagian besar golput yang 
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berjumlah 40,21% memberikan suaranya kepada kandidat yang perolehan 
suaranya paling sedikit, maka jalan ceritanya akan menjadi lain.
Hal ini menujukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan 
presiden semakin menurun di Negara manapun, yang menjalankan sistem 
demokrasi pasti ada golongan putih yang selalu mewarnai jalannya pemilihan 
umum.Mereka disebut golongan putih apabila tidak memilih salah satu dari 
kandidat yang tersedia pada kertas suara ketika di lakukan pemungutan suara.
Dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa lolah sangat tergantung dari 
hasil bertani yang dilakukan penduduk desa sebagai aktifitas utama mata 
pencarian mereka, hal ini dapat dilihat pada saat siang hari rata-rata rumah 
penduduk desa terlihat sepi, karena aktifitas berada di kebun, sedangkan yang 
terlihat adalah anak-anak sekolah.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, khusus pemilih adalah mereka yang 
telah berusia 17 tahun atau apabila belum berusia 17 tahu tetapi sudah menikah, 
sesuai dengan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, tempat pemungutan 
suara yang ada di desa lolah terdapat sebayak 2 buah TPS, dengan jumlah pemilih 
yang terdaftar sesuai DPT adalah 1.012 orang pemilih. Dari seribu dua belas 
orang pemilih tersebut, masyarakat desa yang menggunakan hak pilihnya 
sebanyak 873 orang, sedangkan sisanya 139 atau sebesar 13,73% tidak 
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden 2014 lalu.
Ukuran sebesar 13,73% dari jumlah pemilih yang terdata di desa lolah 
termasuk dalam kategori yang cukup, dengan demikian ada kecenderungan 
masyarakat berperilaku golput pada pemilihan presiden 2014 yang lalu, 
sedangkan hasil pemilihan presiden 2014 di desa lolah adalah pasangan nomor 
urut 2 Jokowi-JK memperoleh suara sebanyak 527 suara, sedangkan sisanya 
sebanyak 458 suara diperoleh oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta.
Apabila seluruh masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilihan umum presiden tersebut, tentunya dapat mempengaruhi hasil 
pemilihan, bisa saja perolehan suara tersebut tidak dimenangkan oleh pasangan 
nomor urut 2, tetapi dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1.
Namun demikian pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2014 
khusunya di desa lolah dapat dikatakan berhasil, walaupun terdapat 139 atau 
sebesar 13,73% pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput).
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah penelitian ini adalah:
Apa penyebab munculnya perilaku golput masyarakat desa Lolah pada 
pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014?
KERANGKA TEORI
Konsep Golongan Putih (Golput)
Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara 
beberapa kelompok generasi muda,terutama mahasiswa,untuk memboikot 
pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk 
melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. yang disebut antara lain ialah 
kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat bagi suatu 
pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk 
tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS).Mereka 
menamakan dirinya Golongan Putih atau Golput (Miriam Budiardjo, 2008:479).
Partisipasi   Politik 
Partisipasi yang meluas ciri khas  moderisasi politik. Istilah  partisipasi    
politik  telah  diartikan dalam  berbagai  arti,  apakah   partisipasi  politik   itu  
hanya  perilaku   atau   mencakup   pula  sikap- sikap  dan  persepsi yang 
merupakan syarat mutlakbagi perilaku partisipasi.  Partisipasi politikmeurut 
Damsar (2010:180)  adalah  keterlibatan secaraaktif dari  individu atau kelompok 
ke dalam   proses   pemerintahan. Keterlibatan  ini mencakup keterlibatandalam 
proses pengambilan  keputusan   maupun  berlaku  oposisi   terhadap  pemerintah.
METODE PENELITIAN
Metode yang di pakai dalam penulisan ini yaitu, Metode Penelitian Kualitatif.
Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian berupa:
a) Data Primer
b) Data Sekunder
Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-
fakta yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik penelitian data sebagai 
berikut:
a) Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan-
peraturan,laporan-laporan,dokumen-dokumen serta bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan penelitian.
b) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan Melakukan Wawancara 
langsung kepada Informan yang telah dipilih dan memenuhi Kriteria serta 
paham betul dengan masalah yang sedang diteliti.
PEMBAHASAN
Dalam bagian ini penuis telah melakukan penelitian yang telah penulis 
lakukan sebelumnya, penelitian ini melibatkan para informan, dalam penelitian ini 
adalah masyarakat desa Lolah yang telah memiliki hak pilih baik mereka yang 
mengikuti pemilihan umum presiden, maupun mereka yang tidak menggunakan 
hak pilih dalam pemilihan umum presiden, ditambah dengan mereka yang 
menjadi panitia pemungutan suara (PPS) yang ada di dua Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) desa lolah.
Keadaan Sosial Masyarakat Desa Lolah dalam Pemilihan Umum Presiden
Keadaan sosial masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
keadaan dimana masyarakat dihadapkan pada suatu realitas social, baik itu dalam 
kehidupan bermasyarakat, status ekonomi, dan status dalam masyarakat.Selain 
masih banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan realita 
sosial yang ada saat ini yaitu jumlah pengangguran yang semakin meningkat 
karena tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.Berdasarkan hasil 
wawancara ditemukan bahwa keadaan ekonomi masyarakat, atau masyarakat yang 
digolongkan dalam keadaan ekonomi lemah, terkadang malas dan jenuh terhadap 
aktivitas politik, karena berpolitik tidak membawa ke arah perbaikan kualitas 
hidup yang lebih baik secara ekonomi, maupun sosial. Pernyataan diatas sesuai 
dengan yang diutarakan oleh informan penelitian Bapak  Fredy Salaki yang tidak 
memberikan hak suaranya pada pemilihan presiden 2014 yang lalu: 
“Saya memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum presiden 
yang baru-baru lewat, disebabkan karena saya malas untuk memilih salah satu 
calon karena memilih atau tidak yang ada keadaan ekonomi keluarga saya 
begitu-begitu saja tidak ada perubahan malah makin susah, banyak 
pengangguran dan lowongan kerja juga tidak ada”.
Rasionalitas Masyarakat dalam Menentukan Pilihan
Para pemilih cenderung rasional di dalam menentukan pilihan-pilihannya 
dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang di dapatnya dari 
pemerintah.Ada 2 unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber 
daya.Sumber daya sebagai penarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor.
Pemusatan perhatian pada tindakan rasional individu dilanjutkan pada 
masalah hubungan mikro ke makro atau dapat dikatakan pula bagaimana cara 
gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Dalam 
hubungan masyarakat dengan pemerintah dimana masyarakat sebagai pengontrol 
jalannya pemerintahan dapat menentukan pilihan melalui pemilihan umum.Pada 
pemilihan umum masyarakat dapat menentukan pilihan untuk memilih pemimpin 
yang layak atau tidak untuk memimpin.
Tingkat partisipasi semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah 
bahwa mereka merasa tidak cukup melihat adanya tanda-tanda bahwa partai 
politik menunjukan kinerjanya yang semakin baik.Dari dulu sampai sekarang, 
menurut penilaian masyarakat partai politik hanya peduli pada konstituen jika 
hanya menjelang pemilihan umum. Setiap kali menjelang pemilihan umum, para 
elite partai politik banyak mengumbarkan janji manis kepada rakyat, akan tetapi 
setelah pemilihan umum janji hanya tinggal janji, tidak pernah ditepati. Siapapun 
politisi yang berkuasa dan darimana asal partainya, memiliki kecenderungan yang 
sama, yaitu berusaha dekat dengan para pemilih ketika menjelang pemilihan 
umum dan cenderung menjauh setelah berkuasa.
Berikut penuturan informan penelitian:
Informan Bapak Saul Legi mengungkapkan:
”Hasil pemilihan umum baik legislatif, maupun pemilihan presiden  tidak 
ada yang berpengaruh kepada masyarakat, yang ada hanya dinikmati oleh 
sekelompok orang saja sehingga rakyat memilih atau tidak sama saja. 
Masyarakat merasa dimanfaatkan oleh partai politik dengan diiming-imingi janji 
kampanye”.
Prilaku Sosial Masyarakat dalam Pemilihan Umum
Prilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu 
dan lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan non 
sosial.Prilaku sosial adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam 
hubungannnya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau 
perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap 
tingkah laku.
Dari dulu hingga sekarang menurut penilaian konstituen partai politik hanya 
peduli pada konstituen jika hanya menjelang pemilihan umum. Setiap kali 
menjelang pemilihan umum, para elite partai politik banyak memberikan janji-
janji manis kepada rakyat, akan tetapi setelah pemilihan umum janji hanya tinggal 
janji, tidak pernah ditepati. 
Berikut adalah penuturan informan Bapak Jacob Kandouw sebagai berikut: 
“Rakyat jenuh dengan sikap partai politik yang tidak membela kepentingan 
rakyat. Sehingga membuat masyarakat akan malas dan enggan untuk ikut 
memilih dan mengambil keputusan untuk golput. Masyarakat udah bosan dengan 
janji-janji manis ketika kampanye, tetapi setelah terpilih mereka lupa dengan 
janjinya tersebut”.
Peran Penyelenggara Pemilihan Umum
Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden yang merupakan agenda 
nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen pada 
konteks suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum tersebut salah satu indikator 
keberhasilan adalah sosialisasi pemilihan umum.
Namun tingkat keberhasilan sosialisasi pemilihan umum tersebut sangat 
ditentukan oleh 2 faktor yakni faktor kualitas dan kuantitas. Adapun keberhasilan 
sosialisasi secara kualitas dan kuantitas adalah sebagai berikut:
1. Faktor kualitas sosialisasi
2. Faktor kuantitas sosialisasi
Berdasarkan hasil-hasil penelitian dengan para informan mengenai 
perilaku golput pada pemilih khususnya di desa lolah, banyak di temukan bahwa 
sikap pemilih desa lolah untuk golput didasari oleh berbagai hal, diantaranya 
adalah rasa tidak percaya kepada pemimpin hasil pemilu, bertepatan dengan harus 
pergi ke kebun, tidak berada di tempat ia terdaftar, dan alasan-alasan lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu presiden di 
desa lolah, Bapak Mody Karundeng selaku ketua PPS, mengungkapkan sebagai 
berikut:
“Komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa berusaha semaksimal 
mungkin untuk keberhasilan pemilu presiden yang baru lewat, dengan upaya-
upaya melalaui sosialisasi sampai pada PPS yang ada di desa lolah ini, salah 
satu tolak ukur terpenting suksesnya pemilihan umum baik secara kualitas dan 
kuantitas maka melakukan berbagai kegiatan sosialisasi melalui:
1. Media massa dan media elektronik
2. Melalui eksplosur (Baliho, Spanduk, Poster, Buku, Stiker, Leatflet)
3. Melakukan rakernis untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS 
(Panitia Pemungutan Suara).
4. Melakukan penyuluhan di kecamatan dan kelurahan.
Adapun sosialisasi tersebut diatas adalah sosialisasi tentang Undang-
Undang pemilihan umum dan yang paling difokuskan adalah bagaimana format 
bagaimana format TPS (Tempat Pemungutan Suara) serta tata cara pencoblosan 
kertas suara di TPS-TPS, dengan sasaran yang dituju:
1. Bahwa sosialisasi tahapan pemilihan umum presiden bertitik fokus 
kepada pemilih, 
2. Bahwa sosialisasi tahapan pemilihan umum bertujuan suksesnya 
penyelenggarakan pemilihan umum presiden baik secara kualitas 
maupun kuantitas sehingga pemilihan umum dapat melahirkan pemimpin 
bangsa yang legitimate, akuntabel dan mendapatkan dukungan dari 
rakyat”.
Kesalahan politis ini berkaitan dengan partai politik dimana kurang  
sosialisasi yang bermaksud para politisi atau partai politik dengan para pemilih 
lebih dekat. Dengan demikian, di dalam melakukan penilaian, para pemilih 
demikian tidak hanya mengandalkan informasi yang didapat dari media massa dan 
elektronika, melainkan dari pengamatannya secara lebih dekat. 
Berikut penuturan informan Bapak Bob Suak yang menjadi salah satu 
panitia pemungutan suara di desa lolah pada saat pemilu presiden 2014 lalu: 
”Golongan putih semakin meningkat disebabkan masyarakat bingung untuk 
memilih pemimpin yang begitu banyak seperti pada pemilihan calon legislatif, 
sedangkan sosialisasinya minim.Tidak mungkin rakyat memilih pemimpin yang 
tidak dikenal, sehingga membuat masyarakat malas untuk memilih”.
Hal ini turut diperkuat oleh informan Bapak Marten Warou sebagai salah 
satu pemilih yang memberikan hak suaranya pada pemilu presiden 2014:
”Saya sangat kebingungan untuk memilih calon presiden, saya tidak 
mempunyai pilihan pada saat itu, karena kedua-duanya pasangan calon presiden 
bukan menjadi pilihan saya, tapi karena saya ingin berpartisipasi maka saya ikut 
saja mencoblos di TPS, tapi saya asal mencoblos, yang penting sudah mengikuti 
pemilihan umum presiden”.
Informan yang lain, Bapak Ari Bading Roring yang merupakan salah satu 
pengurus partai politik di desa lolah mengungkapkan: 
”Golongan putih itu konspirasi, erat kaitannya dengan daftar pemilihan 
tetap (DPT). Karena pada kenyataannya masih banyak ditemui Daftar Pemilih 
Tetap yang tidak sesuai dengan data riil dilapangan,hal ini tentunya dapat saja 
menyebabkan sikap apatis pada pemilih karena tidak yakin bahwa pemilu akan 
dilaksanakan secara jujur dan adil”.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini melalui wawancara dengan para 
informan mengenai perilaku golput pada pemilih khususnya di desa lolah, banyak 
di temukan bahwa sikap pemilih desa lolah untuk golput didasari oleh berbagai 
hal, diantaranya adalah rasa tidak percaya kepada pemimpin hasil pemilu, 
bertepatan dengan harus pergi ke kebun, tidak berada di tempat ia terdaftar, dan 
alasan-alasan lainnya.
Berdasarkan argumen di atas ada beberapa hal yang perlu dicermati pada 
fenomena Golput di atas:
Pertama, Golput mampu menyeruak menjadi basis atas ketidakpercayaan 
pada kader Parpol.Fenomena Golput juga dapat menjadi simbol ‘pembelajaran’ 
bagi setiap Parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa 
lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi Parpol saat ini mengalami 
krisis kepercayaan dari masyarakat.
Kedua, Golput mencoba diakui sebagai sebuah peradaban semacam 
ideologi (hak asazi manusia) dengan alasan kapok karena Parpol yang ada 
dianggap tidak capable, dan melanggar janjinya.
Ketiga, persoalan ekonomi, masyarakat lebih mengutamakan adanya 
pendapatan dan pekerjaan.Mereka tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk 
memilih, karena merasa jenuh dan tidak mau terlibat politik.Yang penting 
bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Keempat, alasan teknis yaitu proses pendaftaran pemilih yang masih belum 
tertib dan banyak manipulasi data pemilih. Dengan kata lain, koordinasi antar 
departeman yang terlibat belum terlihat jelas dan masih tumpang tindih, terutama 
data jumlah pemilih dan mekanisme yang panjang dan menjelimet.
Fenomena Golput adalah jawaban rakyat atas pemimpin dan partai serta 
politik yang tidak mengoptimalkan fungsinya bagi pemilihnya.Konstituen atau 
para pemili dan para peserta Pemilu atau yang disebut Parpol, menawarkan janji-
janji atau programnya pada masa kampanye, sedangkan konstituen terjebak atau 
sepaham dalam ideologisnya partai yang bermuara terhadap radikalisme dan 
anarkisme. Dari program-program yang telah disosialisasikan pada masa 
kampanye, secara implementasinya pada akar rumput, ternyata tidak sesuai 
dengan program-program pada saat kampanye, sehingga munculnya faham 
golongan putih atau Golput yang merupakan representatif konstituen akan ketidak 
sinkronisasinya program-program dengan implementasi.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka 
penelitian ini dapat disipulkan sebagai berikut:
1. Karena alasan politis yaitu menganggap pemilihan umum tidak ada 
gunanya dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat 
melihat fakta yang ada sekarang ini semakin meningkatnya 
penggangguran dan masih banyak masyarakat hidup dibawah garis 
kemiskinan. Realita ini membuat masyarakat bersikap apatis, cuek dan 
tidak peduli karena berkaitan dengan kinerja partai politik dan juga 
pemerintahan sendiri yang dianggap tidak mampu membuat perubahan 
sebagaimana yang dijanjikan ketika kampaye. 
2. Alasan administratif dan sosialisasi yang kurang. Alasan administratif, 
seperti tidak mendapat surat undangan, atau belum mendapat kartu 
pemilih. Alasan ini berkaitan dengan kinerja KPU dan pihak yang 
berkaitan sebagai penyelenggara pemilihan umum termasuk partai politik, 
sedangkan alasan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan calon pemilih 
tidak mengetahui jadwal, teknis memilih, dan calon wakil rakyat yang 
akan dipilih. 
3. Alasan individual atau teknis, seperti sedang bekerja, ada keperluan 
pribadi disaat hari pemilihan.
Saran
1. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pemerintah haruslah 
memperbaiki kinerja dalam menjalankan roda pemerintahannya. 
Pemerintah haruslah dapat meningkatkan kualitas masyarakat di segala 
bidang khususnya memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Komisi pemilihan umum dan semua pihak yang berkaitan dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum seperti: ppk, pps, kpps, ppdp (petugas 
pemutahiran data pemilih) haruslah bekerjasama agar pendataan penduduk 
dapat akurat sehingga setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam 
pemilihan tetap sehingga semua rakyat dapat berpartisipasi dalam 
menentukan siapa yang akan memimpin bangsa lima tahun ke depan. Dan 
juga waktu untuk pendataan yang dilakukan jangan terburu-buru, harus 
dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan jangka waktu yang 
disesuaikan dengan jumlah penduduk yang hendak di data, sehingga tidak 
terjadi pendataan yang tidak valid atau tidak sesuai dengan jumlah 
penduduk yang akan menggunakan hak pilih suaranya dalam setiap daerah 
pemilihan.
3. Perlunya dilakukan motivasi dan himbauan kepada pemilih untuk menjadi 
warga Negara yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya, termasuk 
memberikan suara dalam pemilihan umum, agar pemilih dapat mengarut 
waktunya secara tepat tidak bertabrakan dengan kegiatan pribadi yang 
lainnya, sehingga dapat memberikan suara di pemilihan umum, tidak 
menjadi golput.
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